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ABSTRAK

Wacana inklusivitas pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama
mencuat sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin plural
dalam hal keagamaan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, sebab menyentuh
aspek sensitif terkait relasi negara dan institusi keagamaan. Di satu sisi, gagasan ini
dianggap sebagai langkah progresif dalam menciptakan layanan publik yang setara
bagi semua agama. Dalam sisi lain, ia dinilai berpotensi mengaburkan identitas
religius KUA yang secara historis melekat pada umat Islam. Penelitian ini
berangkat dari problematika tersebut, dengan tujuan mengungkap bagaimana
argumentasi pendukung dan penolak terhadap wacana Kantor Urusan Agama
inklusif serta bagaimana relasi kuasa-negara bekerja dalam proses pembentukan
wacana ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi
hukum dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library
research) dengan menelusuri pernyataan tokoh-tokoh agama dan pejabat negara
dalam media daring arus utama dan tayangan YouTube yang membahas wacana
KUA inklusif. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori analisis
wacana kritis Michel Foucault, khususnya konsep-konsep seperti relasi kuasa,
diskursus, biopolitik, dan governmentality. Pendekatan ini digunakan untuk
memahami bagaimana wacana inklusivitas pelayanan pernikahan dibentuk dan
diperdebatkan, serta bagaimana negara melalui institusi KUA memproduksi
pengetahuan dan menjalankan kekuasaan atas praktik keagamaan dalam ruang
publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana inklusivitas Kantor Urusan
Agama merupakan bentuk intervensi negara dalam mendefinisikan ulang struktur
layanan keagamaan melalui rasionalitas administratif. Pihak pro memandangnya
sebagai terobosan pelayanan publik yang adil dan merata, sedangkan pihak kontra
menilai wacana tersebut sebagai bentuk kooptasi negara terhadap wilayah sakral
agama. Relasi kuasa dalam wacana ini tampak dari cara negara mengarahkan
persepsi publik melalui narasi kemudahan, efisiensi, dan modernisasi layanan.
Dapat disimpulkan bahwa wacana inklusivitas Kantor Urusan Agama tidak hanya
mencerminkan kebijakan administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika
pertarungan kuasa atas otoritas, identitas, dan makna keagamaan di ruang publik
Indonesia.

Kata Kunci: Inklusivitas, Kantor Urusan Agama, Wacana



ABSTRACT

The discourse on the inclusivity of marriage services at the Office of
Religious Affairs (KUA) has emerged as a response to the increasingly plural
religious landscape of Indonesian society. This policy has sparked both support and
opposition, as it touches on the sensitive relationship between the state and religious
institutions. On one hand, it is seen as a progressive step toward creating equal
public services for all religious groups; on the other hand, it is viewed as potentially
blurring the religious identity of the KUA, which has historically been associated
with Islam. This thesis departs from this problem by exploring the arguments for
and against the inclusive KUA discourse, as well as analyzing how state power
operates within the formation of this discourse.

This study is a qualitative research using a socio-legal approach and
descriptive in nature. Data were collected through library research by examining
statements from religious figures and government officials published in mainstream
online media and YouTube videos discussing the inclusive KUA discourse. The
data were analyzed using Michel Foucault’s critical discourse analysis theory,
particularly his concepts of power relations, discourse, biopolitics, and
governmentality. This approach aims to explore how the discourse of inclusive
marriage services is constructed and contested, and how the state, through KUA,
produces knowledge and exercises power over religious practices in public service
spaces.

The findings reveal that the inclusivity discourse of the KUA represents a
state intervention in redefining religious service structures through administrative
rationality. Supporters view this as a breakthrough in creating fair and accessible
public services, while opponents argue that it reflects state co-optation of sacred
religious domains. The power relations embedded in the discourse are evident in
how the state steers public perception through narratives of convenience, efficiency,
and service modernization. This thesis concludes that the inclusivity discourse of
the KUA is not merely an administrative policy, but a manifestation of ongoing
struggles over power, authority, identity, and religious meaning in Indonesia’s
public sphere.

Keywords: Discourse, Inclusivity, Office of Religious Affairs
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam
penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat
Keputusan Bersama Menetri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

T;le)f Nama Huruf Latin Keterangan
) Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o Ba’ B be
<o Ta’ T te
<& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
c Kha’ Kh ka dan ha
> Dal D de
5 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B Ra’ R er
B Zai Z zet
o Sin S es
53 Syin Sy es dan ye
% Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta’ T te (dengan titik di bawah)
b zZa’ Z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas

X



¢ Gain G ge
3 Fa’ F ef
3 Qaf Q qi
4 Kaf K ka
J Lam L ‘el
¢ Mim M ‘em
O Nun N ‘en
9 Waw W We
o Ha’ H ha
3 Hamzah ‘ apostrof
23 Ya’ Y ye
II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
' Ditulis sunnah
ie Ditulis ‘illah
III. Ta’ Marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan £
s L | Ditulis al-Ma’idah
L Ditulis Islamiyyah

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya.

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan 4.




A S s Ditulis Mugaranah al-Mazahib
N ) g Ditulis Surah al-Fatihah
IV. Vokal Pendek
1 o fathah ditulis a
20 kasrah ditulis 1
3 . dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis a
1 Sl Ditulis Istihsan
Fathah + ya’ mati Ditulis a
2
S Ditulis Unsa
Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
’ g Ditulis al-‘Alwant
Dammah + wawu mati Ditulis a
! e Ditulis ‘Ulum
VI. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis ai
1 g Ditulis Ghairuhum
Fathah + wawu mati Ditulis au
’ Js Ditulis Qaul
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VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
(":’.ﬁ Ditulis a’antum
ousl Ditulis u’iddat
é ke oy Ditulis la’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

of 3 Ditulis Al-Qur’an

L Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan hurufl (e/)nya.

dlw ) Ditulis ar-Risdalah

Ll Ditulis an-Nisa’

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

L,SU‘ ol Ditulis Ahl ar-Ra’yi

el JA\ Ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman agama dan budaya yang kaya,
namun masih terdapat tantangan dalam memastikan inklusivitas dan kesetaraan
akses terhadap layanan pernikahan agama bagi semua golongan. Inklusivitas
merujuk pada pengakuan dan penerimaan terhadap keragaman yang meliputi
budaya, agama, suku, ras, dan unsur-unsur lain yang membentuk identitas individu
dalam kehidupan sosial. Ini berarti menghargai pluralisme dengan memberikan
ruang untuk setiap perbedaan. Sebaliknya, eksklusivitas muncul ketika seseorang
atau kelompok membatasi hak, kesempatan, atau akses terhadap sumber daya bagi
orang lain berdasarkan perbedaan seperti bangsa, suku, dan budaya.!

Dalam konteks pelayanan perkawinan di Kantor Urusan Agama,
inklusivitas saat ini merupakan topik yang memunculkan pro dan kontra. Sebagian
mendukung agar layanan KUA terbuka untuk berbagai latar belakang tanpa
memandang agama atau suku, dengan alasan kesetaraan hak layanan publik.
Sementara itu, pihak lain berpendapat bahwa KUA sebaiknya mempertahankan
eksklusivitas berdasarkan ketentuan agama yang berlaku, dengan argumen untuk
menjaga nilai-nilai tertentu. Ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana

inklusivitas dapat diterapkan di lembaga publik yang juga memiliki fungsi religius.

! Michael Reskiantio Pabubung dan Harsono, “Inklusivitas Sebagai Perwujudan Martabat
Manusia dalam Perspektif Etis Fratelli Tutti,” Jurnal Teologi Vol 13:1 (2024).



Seiring dengan berkembangnya zaman serta perubahan demografi, seperti
meningkatnya jumlah pasangan dari latar belakang etnis yang berbeda, menuntut
adanya penyelarasan dalam penyediaan layanan pernikahan agama di Indonesia.
Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang menjamin kebebasan
beragama, implementasinya dalam layanan pernikahan agama masih menimbulkan
beberapa kendala terutama dalam hal proses administrasi dan persyaratan.?

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama saat ini hanya melakukan
pelayanan kepada umat Islam saja, padahal terdapat 6 agama yang diakui di
Indonesia termasuk penghayat kepercayaan. Sehingga kesan eksklusif ini hendak
dihilangkan dengan adanya wacana pencatatan pernikahan seluruh agama dan
kepercayaan yang diakui di Indonesia di Kantor Urusan Agama. Beberapa budaya
dan stigma masyarakat masih menjadi penghambat bagi inklusivitas dalam
pernikahan agama, sehingga perlu adanya pendekatan yang lebih progresif dan
edukatif dalam mengatasi hal ini melalui KUA. Beberapa inisiatif dari pemerintah,
organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat telah dilakukan untuk
mendorong inklusivitas dalam layanan pernikahan agama, namun masih diperlukan
upaya lebih lanjut untuk memperluas cakupan dan dampaknya.

Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi penting pada penyelenggaraan
pernikahan agama di Indonesia, namun diperlukan pembaruan tugas serta
pendekatan untuk memastikan inklusivitas dan pelayanan yang merata kepada

semua warga. Kantor Urusan Agama saat ini merupakan lembaga utama

2 Muhammad Ishom El-Saha, “KUA sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua
Agama, Mungkinkah?”, https://kemenag.go.id/kolom/kua-sebagai-tempat-pencatatan-perkawinan-
semua-agama-mungkinkah-rfBXc, akses 19 Juni 2024 M/ 12 Dzulhijah 1445 H.



https://kemenag.go.id/kolom/kua-sebagai-tempat-pencatatan-perkawinan-semua-agama-mungkinkah-rfBXc
https://kemenag.go.id/kolom/kua-sebagai-tempat-pencatatan-perkawinan-semua-agama-mungkinkah-rfBXc

Kementerian Agama karena langsung bersinggungan kepada umat dan
keberadaannya juga ada pada setiap daerah kecamatan. Tugas dan fungsi Kantor
Urusan Agama ini termasuk di dalamnya pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus
dan membangun masjid, wakaf, zakat, kependudukan dan pengembangan keluarga
sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.’

Pada saat ini hanya yang beragama Islam saja yang dapat mencatatakan
peristiwa nikahnya di Kantor Urusan Agama,® demikian agama yang lain
mencatatkan peristiwa nikahnya di Kantor Catatan Sipil.’> Apabila dilihat dari sudut
pandang objektif, situasi ini dapat menimbulkan kesan adanya perlakuan yang tidak
setara dan kecenderungan eksklusivitas dalam praktik kelembagaan negara.
Wacana mengenai inklusivitas di Kantor Urusan Agama tidak serta-merta
mengubah tugas dan fungsi kepenghuluan, mengingat peran utama Kantor Urusan
Agama lebih terfokus pada aspek administrasi pencatatan pernikahan, bukan pada
prosesi pernikahan itu sendiri.

Dalam praktiknya, pernikahan umat Islam melibatkan peran penghulu
sebagai pejabat negara yang memiliki tanggung jawab penting dalam memantau,
mengesahkan, dan mencatatkan peristiwa perkawinan, baik yang dilangsungkan di
Kantor Urusan Agama maupun di luar kantor sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Jika melalui pembaharuan fungsi layanan pernikahan tersebut penghulu

3 Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 3 ayat (1).

4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat
(23).

3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).



juga dapat memantau dan mencatat peristiwa pernikahan yang terjadi di Gereja,
Vihara, Pura, Kelenteng maupun rumah ibadah penghayat kepercayaan dengan
artian mencatatkan pernikahan di luar kantor.® Pembaruan layanan ini akan
mendekatkan negara terhadap komunitas, karena Kantor Urusan Agama terdapat di
setiap kecamatan, tidak seperti kantor Dinas Catatan Sipil yang hanya ada di ibu
kota kabupaten.” Hal ini juga membantu mengurangi beban Dinas Catatan Sipil
yang sudah terlampau berat. Melalui pembaruan ini, segenap masyarakat dapat
merasakan layanan yang seragam dan tidak eksklusif pada satu kelompok agama
saja.

Melalui pembaruan fungsi KUA dan perubahan kebijakan yang mendukung
inklusivitas, Indonesia dapat memperkuat nilai-nilai pluralisme dan keberagaman
sebagai bagian integral dari identitas nasionalnya. Inklusivitas dalam layanan
pernikahan agama juga dapat membantu memperkuat keharmonisan sosial dan
stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Namun berkaitan dengan ide dan wacana
tersebut terdapat dua pendapat yang saling bertentangan antara yang pro dan yang
kontra terhadap hal itu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
bagaimana tendensi pendapat yang pro dan kontra terhadap wacana inklusivitas
layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama serta relasi kuasa dan pengetahuan

yang terkandung dalam argumentasi tersebut.

¢ Muhammad Ishom El-Saha, “KUA sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua
Agama, Mungkinkah?”, https://kemenag.go.id/kolom/kua-sebagai-tempat-pencatatan-perkawinan-
semua-agama-mungkinkah-rfBXc, akses tanggal 19 Juni 2024 M/ 12 Dzulhijah 1445 H.

7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2
ayat (23).
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Wacana KUA inklusif menuai beragam respon publik dengan sebagian
menyambut baik perubahan ini sebagai langkah menuju layanan publik yang lebih
adil dan merata. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menekankan bahwa tujuan
utama dari pencatatan pernikahan di KUA untuk semua agama adalah memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi yang setara.®
Selain itu, Rektor Universitas Islam Indonesia (UIl) menyatakan bahwa perubahan
ini sejalan dengan prinsip pluralisme dan toleransi, yang mendukung terciptanya
masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dalam pandangan ini, KUA dianggap
memiliki potensi untuk menjadi lebih dari sekadar lembaga administratif,
melainkan sebagai simbol keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh umat
beragama di Indonesia. Dukungan terhadap perubahan ini juga terlihat dari
masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pencatatan pernikahan semua
agama tanpa harus terhambat oleh sistem birokrasi.’

Namun, wacana ini juga mendapat tanggapan yang lebih kritis, terutama
dari kalangan yang merasa bahwa perubahan tersebut dapat mengancam nilai-nilai
religius dan tradisional yang telah lama melekat pada Kantor Urusan Agama
(KUA). Sebagian pihak menilai bahwa membiarkan KUA membuka layanan untuk

pernikahan seluruh agama berisiko mengubah identitas lembaga tersebut, yang

8 Ahmad Baiqi Asyad, “KUA Kini Jadi Pusat Layanan Keagamaan yang Inklusif dan
Bermanfaat bagi Seluruh Umat”, https://bimashindu.kemenag.go.id/berita-pusat/kua-kini-jadi-
pusat-layanan-keagamaan-yang-inklusif-dan-bermanfaat-bagi-seluruh-umat-GZeGa, akses 16
Januari 2025 M/ 16 Rajab 1446 H.

9 “FIAI UIl Tuan Rumah Diskusi Lintas Umat Beragama Bahas Wacana KUA Tempat
Pencatatan Perkawinan Semua Agama”, https:/fis.uii.ac.id/blog/2024/09/26/fiai-uii-tuan-rumah-
diskusi-lintas-umat-beragama-bahas-wacana-kua-tempat-pencatatan-perkawinan-semua-agama/,
akses 16 Januari 2025 M/ 16 Rajab 1446 H.
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selama ini secara eksklusif menangani urusan keagamaan umat Islam.' Mereka
khawatir bahwa inklusivitas ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan konflik
nilai dalam masyarakat, mengingat perbedaan mendalam antara ajaran agama-
agama yang ada. Kritik ini mengemuka dalam diskusi publik dan forum-forum
agama, di mana banyak pihak yang merasa bahwa fungsi KUA seharusnya tetap
terfokus pada kebutuhan umat Islam tanpa campur tangan dari agama lain. Selain
itu, kekhawatiran muncul bahwa perubahan ini akan memunculkan interpretasi
yang keliru mengenai peran KUA, yang bukan hanya sekadar administratif, tetapi
juga mencerminkan prinsip-prinsip keagamaan yang lebih mendalam.!!

Sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya yang tinggi,
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan publik yang
inklusif, terutama di sektor pernikahan agama yang sensitif terhadap nilai-nilai dan
keyakinan masing-masing kelompok. Adanya perdebatan tentang peran Kantor
Urusan Agama dalam mencatat pernikahan semua agama menunjukkan urgensi
untuk meninjau kembali kebijakan yang berlaku. Penelitian ini penting dilakukan
guna memberikan gambaran yang komprehensif tentang pandangan masyarakat
serta argumentasi publik terhadap wacana tersebut. Dengan demikian, penelitian ini

dapat menjadi landasan untuk mendukung terciptanya layanan pernikahan yang

10 Kadek Melda Luxiana, "Muhammadiyah Minta Menag Kaji Rencana KUA Jadi Tempat
Nikah Semua Agama" https:/news.detik.com/berita/d-7213538/muhammadiyah-minta-menag-
kaji-rencana-kua-jadi-tempat-nikah-semua-agama, akses 16 Janauri 2025 M/ 16 Rajab 1446 H.

1 “Tanggapan KWI Sehubungan dengan Wacana KUA Menjadi Tempat Pernikahan Semua
Agama: Perlu Duduk Bersama untuk Mencari Solusi”,
https://www.hidupkatolik.com/2024/05/03/77020/tanggapan-kwi-sehubungan-dengan-wacana-

kua-menjadi-tempat-pernikahan-semua-agama-perlu-duduk-bersama-untuk-mencari-solusi.php,
akses 16 Januari 2025 M/ 16 Rajab 1446 H.
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lebih inklusif di Indonesia, sejalan dengan prinsip pluralitas dan keadilan sosial
yang diamanatkan dalam konstitusi.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti
merumuskan permasalahanya sebagai berikut:
1. Bagaimana argumentasi pro dan kontra terhadap wacana Kantor Urusan Agama
inklusif?
2. Bagaimana relasi pengetahuan-kekuasaan negara terhadap institusi keagamaan

dalam pro dan kontra terhadap wacana Kantor Urusan Agama inklusif?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang dilakukan guna mendeskripsikan serta
menjelaskan polemik pendapat pro dan kontra terhadap inklusivitas
pembaharuan layanan perkawinan di Kantor Urusan Agama serta relasi kuasa
dan pengetahuan yang terkandung di dalam argumentasi pendapat pro dan
kontra.
2. Kegunaan Penelitian
Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat
memberikan manfaat yang berarti, baik bagi peneliti maupun kepada lainya
yang diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk

menjelaskan bagaimana polemik pro dan kontra terhadap pembaharuan



layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama serta menjelaskan relasi kuasa
pengetahuan dari argumen pro dan kontra tersebut.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi akan
sumbangsih wawasan dan pengetahuan yang lebih luas terhadap dinamika
layanan administrasi pernikahan di Indonesia, adapun wacana yang bergulir
menimbulkan pro dan kontra terhadap perubahan tersebut maka polemik
tersebut secara akademis dapat memberikan bahan kajian selanjutnya dalam
bidang pelayanan keagamaan di Indonesia.
D. Telaah Pustaka
Telaah ini disusun untuk mendukung kerangka analisis akademik yang solid
dalam studi mengenai wacana pencatatan pernikahan semua agama di Kantor
Urusan Agama (KUA). Wacana transformasi Kantor Urusan Agama (KUA)
menjadi pusat pelayanan pencatatan pernikahan semua agama menimbulkan
respons beragam dari kalangan masyarakat, tokoh agama, hingga akademisi. Kajian
Nanang Suhartono dan Ana Nabilah,'? serta Muhammad Malik Nahar, dkk.'
menunjukkan bahwa respons tokoh dari dua organisasi besar Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah terhadap gagasan ini berkisar antara dukungan normatif hingga

resistensi kultural, tergantung pada pemahaman mereka terhadap peran negara

12 Nanang Suhartono dan Ana Nabilah, “Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah Probolinggo Tentang Kua Sebagai Tempat Pernikahan Semua Agama”, Usrah:
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5:1 (2024).

13 Muhammad Malik Nahar, “Persepsi Tokoh Keagamaan di Kabupaten Sleman tentang
Rencana Pencatatan Nikah Semua Agama di Kantor Urusan Agama”, A¢-Thullab: Jurnal Mahasiswa
Studi Islam Vol. 6:2 (2024).



dalam urusan agama. Hal ini menandakan bahwa KUA bukan sekadar lembaga
administratif, tetapi juga simbol otoritas keagamaan yang memiliki makna
ideologis dan politis.

Dalam konteks teknokratis, Ikbal Sulaiman'* dan Nurul Azmi & Rokan'?
menyoroti problem kesiapan kelembagaan KUA dalam menangani keberagaman
agama. Mereka mengangkat isu keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta
ketidakjelasan kerangka hukum sebagai kendala struktural yang harus dibenahi
sebelum menerapkan pelayanan pernikahan semua agama. Sementara itu, sejumlah
studi lain seperti Achmad Saogi,'® Khoirul Alam,!” serta Aditya Rahmat Nandito
dan Hidayat'® menempatkan revitalisasi KUA dalam kerangka peningkatan kualitas
layanan publik. Mereka menekankan pentingnya reformasi birokrasi, digitalisasi,
serta pelatihan penghulu sebagai strategi untuk memperkuat fungsi KUA tidak

hanya dalam pencatatan nikah, tetapi juga sebagai agen mediasi sosial-keagamaan.

14 Ikbal Sulaiman, “Polemik Wacana Kantor Urusan Agama (KUA) Menjadi Tempat
Pernikahan Dan Pencatatan Semua Agama”, Jurnal Ganec Swara Vol. 18:4 (2024).

15 Syahfrilla Al Risa Nurul Azmi & Mustapa Khamal Rokan, “Analisis Kemampuan Kua
Dalam Melakukan Pelayanan Pernikahan Semua Agama”, Mankeu. Jurnal Manajemen Terapan dan
Keuangan Vol. 14:1 (2025).

16 Achmad Saogi, “Strategy for Implementing the Revitalization Program of the Religious
Affairs Office (KUA) in Cirebon Regency”, Jurnal Ilmiah Gema Perencana Vol. 1:2 (2022).

17 Azka Zakia Berliana, “Kualitas pelayanan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati Bandung (2023).

'8 Aditya Rahmat Nandito & Hidayat, “Strategi Program Revitalisasi Kantor Urusan Agama
Dalam Meningkatkan Layanan Keagamaan Masyarakat,” Social Science and Contemporary Issues
Journal Vol. 2:2 (2024).
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Penelitian Muhammad Hasbi,!” Azka Zakia Berliana,”® dan Muhammad
Lutfi Hakim?! memberikan penekanan pada praktik di lapangan. Temuan mereka
memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan pelaksanaan
teknis, yang berdampak pada kualitas pelayanan, terutama dalam kasus-kasus
nonkonvensional seperti nikah beda agama, nikah siri, dan nikah adat. Dari
keseluruhan literatur ini, terlihat bahwa revitalisasi KUA adalah medan tarik-
menarik antara agenda negara untuk birokratisasi urusan keagamaan dan resistensi
dari komunitas keagamaan yang masih memandang pernikahan sebagai domain
otonom agama.

Pada kontroversi terhadap aturan hukum dan fenomena hukum penelitian
Intan Nurrachmi dan Neng Dewi Himayasari*? serta Ach Fawaid?}, meskipun tidak
secara langsung membahas KUA atau pencatatan pernikahan semua agama,
penelitian ini relevan karena menyinggung mekanisme intervensi negara dalam
praktik keagamaan, serta menunjukkan bagaimana kebijakan negara bisa memicu

kontestasi wacana antara negara, agama, dan masyarakat sipil.

1Y Muhammad Hasbi, “Dita Milenial dalam Moderasi Peningkatan Pelayanan Penghulu
(Studi Kasus di KUA Parindu),” Jurnal Bimas Islam Vol. 12:2 (2019.

20 Azka Zakia Berliana, “Kualitas pelayanan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi,” Skripsi Universitas [slam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung (2023)

2l Muhammad Lutfi Hakim, “Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi
Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)”, Al-
Adalah Vol. 13:2 (2016).

22 Intan Nurrachmi dan Neng Dewi Himayasari, “Pro dan Kontra Sertifikasi Pernikahan,”
Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 3:1 (2020).

23 Ach Fawaid, “Pro Kontra Nikah Siri Saat Peminangan Antara Ulama Desa dan Petugas
KUA (Di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)”, Skripsi Universitas
Islam Negri Sunan Kalijaga (2019).
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Untuk menganalisis wacana pencatatan pernikahan semua agama di KUA,
teori Michel Foucault menawarkan kerangka yang produktif melalui konsep relasi
kuasa, wacana, dan biopolitik. Sumintak dan Abdullah Idi** menunjukkan
bagaimana kekuasaan bekerja dalam institusi pendidikan melalui normalisasi dan
pengawasan yang bersifat represif sekaligus produktif paralel dengan cara KUA
sebagai institusi negara membentuk subjek-subjek religius melalui pencatatan
nikah. Studi Elsa Maghfira Paramesti*> dan M. Abdul Majid*® menunjukkan bahwa
kebijakan negara bukanlah representasi objektif realitas, melainkan hasil konstruksi
diskursif yang melibatkan relasi kuasa antara negara, media, dan agama. Ini sejalan
dengan temuan Zona Rida Rahayu?’ bahwa gaya bahasa dan narasi media dapat
memperkuat atau menantang hegemoni negara dalam urusan keagamaan.

Dalam konteks politik kontemporer, Ahmad Salihin®® menunjukkan
bagaimana wacana keagamaan dimobilisasi sebagai strategi politik elektoral, yang

mencerminkan bahwa otoritas keagamaan tidak berada di luar arena kuasa negara,

24 Sumintak dan Abdullah Idi, “Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus
Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi,” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan
Sains Vol. 11:1 (2022).

25 Elsa Maghfira Paramesti, “Analisis Wacana Kritis Michel Foucault Tentang Pemberitaan
Kasus Nenek Asyani Dan Kayu Jati Di Situbondo Pada Kompas.com,” Skripsi Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (2022).

26 M. Abdul Majid, “Perubahan Pemaknaan Dalam Terjemah Kementerian Agama: Studi
Analisis Wacana Kritis Michel Foucault,” 7esis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2023).

27 Zona Rida Rahayu, “Efeumisme dan Sinisme: Gaya Bahasa Mengkritik di dalam Tajuk
Rencana Kompas pada Masa Orde Baru dan Reformasi Menggunakan Teori Analisis Wacana Michel
Foucault,” Lingua Humaniora: Jurnal Bahasa dan Budaya Vol. 6 (2012).

28 Ahmad Salihin, Ulama Sebagai Kontestan Politik Tahun 2024 di Kabupaten Banjar:
Analisis Wacana Keagamaan Michel Foucault. Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin (2024).
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melainkan justru terlibat aktif di dalamnya sebagai aktor politik. Anang Abdul
Rahman?’ dan Fahruddin Faiz*® menggarisbawahi bahwa kekuasaan bekerja tidak
hanya melalui lembaga, tetapi juga melalui tubuh, bahasa, dan tafsir. Oleh karena
itu, pencatatan nikah bukan sekadar tindakan administratif, melainkan praktik
pembentukan subjek keagamaan melalui aparatus negara.

Salah satu penelitian yang memiliki kedekatan substansial dengan topik ini
adalah karya Ikbal Sulaiman yang berjudul “Polemik Wacana Kantor Urusan
Agama (KUA) Menjadi Tempat Pernikahan dan Pencatatan Semua Agama”,
diterbitkan dalam Jurnal Ganec Swara Vol. 18 No. 4 (2024). Penclitian ini secara
khusus mengangkat wacana kontroversial mengenai rencana transformasi fungsi
KUA sebagai lembaga negara yang tidak hanya mencatat pernikahan umat Islam,
tetapi juga semua agama. Dalam kajiannya, Ikbal Sulaiman menyoroti pro dan
kontra yang muncul di tengah masyarakat, terutama dari sudut pandang norma
hukum, sosiologis, dan respons keagamaan.

Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada
perdebatan publik yang berkembang sebagai respons atas pernyataan Menteri
Agama mengenai wacana ini. Penelitian ini memperlihatkan bahwa resistensi

sebagian kelompok agama tidak hanya didasarkan pada aspek doktrinal, tetapi juga

2 Anang Abdul Rahman, Cyberbullying Dugaan Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja
Purnama di Media Sosial Instagram (Analisis Wacana Michel Foucault). Skripsi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

30 Fahruddin Faiz, “Mihnah Mu’tazilah Dalam Perspektif Teori Relasi Kuasa Michel
Foucault,” Ringkasan Hasil Penelitian Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2018).
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pada kekhawatiran terhadap penyeragaman otoritas pencatatan yang selama ini
terletak dalam ranah agama masing-masing.

Penelitian ini memiliki kemiripan yang erat dengan penelitian yang
dilakukan, khususnya dalam hal objek kajian, yaitu wacana pencatatan pernikahan
semua agama di KUA. Namun demikian, penelitian yang dilakukan mengambil
posisi yang berbeda dalam hal kerangka teoretik dan pendekatan metodologis. Jika
Ikbal Sulaiman lebih menekankan pada analisis normatif dan sosiologis, penelitian
yang dilakukan justru menggunakan kerangka teori Michel Foucault, khususnya
konsep relasi kuasa, diskursus, biopolitik, dan governmentality untuk menelaah
bagaimana negara melalui KUA memproduksi dan mendistribusikan kuasa atas

ranah pencatatan pernikahan semua agama.

. Kerangka Teori

Berawal dari problematika yang menjadi fokus dalam peneltian ini, yakni
meneliti hal yang mendasari pro dan kontra terhadap wacana KUA inklusif serta
memunculkan aspek pengetahuan dan kekuasaan negara dalam wacana tersebut.
Dalam pembahasan ini pernyataan seseorang tidak dipahami sebagai kata-kata
belaka, seluruh wacana yang hadir, baik berupa tulisan, perbincangan, maupun
lainnya, tak dianggap menjadi hal yang independen, normal, atau natural,
melainkan sebagai arena pertempuran kekuasaan. Wacana juga sebagai gambaran
relasi kuasa dan pengetahuan maupun antara negara terhadap institusi keagamaan

berdasarkan wacana yang disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil
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Qoumas.’! Kuasa dalam pembahasan ini dipahami sebagai cara mengatur pihak lain
melalui wacana yang digulirkan oleh pemerintah. Menurut Foucault dalam
kekuasaan selalu didukung dengan wacana kebenaran. Salah satu elemen penting
dalam relasi dalam wacana dan komunitas adalah konsep kekuasaan.?

Kaitannya terhadap wacana, kekuasaan menjadi urgen agar dipahami
melalui sesuatu yang dikenal sebagai mekanisme pengendalian. Seseorang atau
suatu komunitas dapat mengendalikan individu dan komunitas berbedaa melalui
penggunaan wacana. Kontrol tersebut tidak selalu berbentuk tindakan langsung
secara fisik, melainkan juga bisa berupa pengaruh secara mental maupun psikis.*?
Michel Foucault adalah tokoh yang memperkenalkan konsep kontemporer tentang
wacana, sehingga penting untuk menguraikan sejumlah gagasannya mengenai hal
ini. Wacana dalam pandangan Foucault bukan sekadar rangkaian kata atau
pernyataan dalam sebuah teks, melainkan sesuatu yang mampu membentuk konsep,
ide, maupun dampak tertentu.’*

Konsep pemikiran Foucault adalah gagasannya tentang keterkaitan antara
pengetahuan dan kekuasaan. Menurut Foucault, kekuasaan bukan sesuatu yang

dimiliki, melainkan dijalankan dalam suatu medan praktik di mana berbagai posisi

saling terhubung secara strategis satu sama lain.>> Menurut Foucault strategi kuasa

31 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta:LKiS, 2015)
hlm. 15.

32 Arif Syafiuddin, “Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa
Michel Foucault),” Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam Vol. 18:2 (2018) hlm. 141.

33 Eriyanto, Analisis Wacana, (Yogyakarta: LKiS, 2006) hlm. 12.
34 Ibid., him. 65.

33 Eriyanto, Analisis Wacana, him. 66.
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terjadi di mana saja.’® Kuasa sedang berlangsung di setiap tempat yang memiliki
struktur, aturan, serta sistem regulasi. Di mana pun manusia terlibat dalam suatu
relasi satu dengan lainya maupun terhadap lingkungan di sekelilingnya.®” Foucault
mengatakan bahwa kekuasaan selalu seiring dengan pengetahuan. Kuasa dan
pengetahuan saling menyemai antara satu sama lain, sehingga tidak ada relasi kuasa
tanpa pengetahuan begitu juga sebaliknya.®

Pengetahuan selalu mengandung efek kekuasaan, dan kekuasaan senantiasa
terakumulasi melalui pengetahuan. Menurut Foucault, pelaku kekuasaan akan terus
memproduksi pengetahuan sebagai dasar bagi eksistensi kekuasaannya. Hampir
mustahil kekuasaan dapat berdiri tanpa dukungan dari suatu finansial politik
tentang kebenaran.>® Pengetahuan bukan sekadar refleksi kabur dari relasi kuasa,
melainkan benar-benar berada pada hubungan kuasa tersebut. Kuasa menciptakan
pengetahuan, tidak hanya karena pengetahuan bermanfaat bagi kuasa. Tak mungkin
terdapat pengetahuan tanpa kekuasaan, dan tidak mungkin terdapat kekuasaan
tanpa pengetahuan.*® Kekuasaan tidak dijalankan lewat represi dan penindasan,
melainkan lebih sering melalui mekanisme normalisasi serta regulasi. Foucault

menolak anggapan bahwa kekuasaan selalu berasal dari sosok subjek yang

36 Michel Foucault, Michel Foucault: Politic, Philosophy, Culture, dalam Lawrence D.
Kritzman (ed), (New York: Routledge, 1988)

37 Kees Bertens, Filsafat Barat Abad XX, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985) hlm.
487.

38 Michel Foucault, Disiplin And Punish;The Birth of the Prison, terjemah oleh Alan
Sheridan-Smith, (New York; Pantheon Books, 1977) him.27.

¥ George Junus Aditjondro, “Pengetahuan-Pengetahuan Lokal yang Tertindas,” Jurnal
Kalam No.1 (1994) hlm. 58.

40 Kees Bertens, Filsafat Barat Abad XX, hlm. 488.
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memegang otoritas yang bertugas melarang, membatasi, atau menekan.*' Strategi
kekuasaan tidak beroperasi melalui tindakan represif, akan tetapi dengan proses
penormalan serta pengaturan, dengan cara mengadili sekaligus pembentukan
masyarakat yang patuh. Kontrol terhadap publik tidak dilakukan secara fisik,
melainkan melalui pengaturan, pengawasan, dan pendisiplinan yang berlangsung
lewat wacana.*

Konsep inilah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Dreyfus dan
Rabinow untuk menjelaskan bagaimana mekanisme kekuasaan bekerja secara halus
namun efektif dalam kehidupan modern. Menurut Dreyfus dan Rabinow, proses
penghukuman lebih banyak dilakukan melalui prosedur serta mekanisme yang
bertujuan mengendalikan individu, ketimbang lewat kekuatan fisik. Melalui cara
tersebut, individu didorong untuk menaati aturan dan sistem yang telah dibentuk,
sehingga masyarakat menjadi tertata, patuh, dan disiplin.*’

Dalam sistem kapitalisme, kehidupan masyarakat dikendalikan melalui
mekanisme, aturan, dan prosedur yang mengarahkan agar mereka hidup tertib dan
disiplin. Gagasan Foucault tentang normalisasi dan disiplin menjadi bagian dari
praktik kehidupan modern. Kekuasaan di era modern justru beroperasi secara

tersembunyi dan tidak disadari, melalui proses pendisiplinan. Dengan cara itu,

41 Michel Foucault, The History of Sexuality, terjemahan oleh Robert Hurley, Vol. I: An
Introduction (New York: Vintage Books, 1990) hlm. 92.

42 Michel Foucault, Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern, disadur oleh Petrus Sunu
Hardiyanta, (Yogyakarta: LKiS, 1997) him. 160.

43 Hubert L. Dreyfus dan Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and
Hermeneutics, (Berkeley: University of California Press, 1983) hlm. 152-153.
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individu dalam masyarakat modern dikendalikan tanpa menyadari bahwa dirinya
sedang diawasi.*

Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan berlangsung melalui wacana.
Hidup tidak dikendalikan lewat tindakan represif, melainkan melalui kemampuan
wacana dalam mendefinisikan dan mengatur. Dalam konteks ini, kekuasaan
dipahami sebagai seperangkat mekanisme yang menciptakan, menyebarkan, serta

4 Wacana tidak hanya mendefinisikan

menggandakan berbagai pernyataan.
individu, tetapi juga membentuk, mengontrol, dan mendisiplinkannya. Dalam
penerapannya, wacana pengetahuan kerap dimanfaatkan untuk mempertahankan
kekuasaan yang sudah ada. Kekuasaan adalah jejaring institusi yang bersifat
dominan dan terhubung terhadap hubungan lainya sebagaimana produksi serta
keluarga, yang saling memengaruhi dan dipengaruhi.*®

Dominasi wacana sebagai bentuk hegemoni merupakan strategi pemerintah
dalam merespons berbagai bentuk resistensi. Pengetahuan keagamaan yang
tertanam dalam keyakinan umat Islam menghasilkan kekuasaan berupa perlawanan
terhadap dominasi preventif dalam ranah wacana keagamaan.*’ Pengetahuan inilah

yang dipandang berbeda oleh Foucoult. Tidak seperti lainnnya yang memandang

pengetahuan sebagai entitas independen hasil dari kinerja indera, dia menggangap

4 William G. Staple, “Small Act Cunning: Disciplinary Practice in Contemporary Life,”
The Sociological Quarterly, Vol. 35:4 (1994) hlm. 646-647.

4 Eriyanto, Analisis Wacana, hlm. 71-72.

4 Michel Foucault, Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan, (Yogyakarta:
Bintang Budaya, 2002), him. 175.

47 Joko Priyanto, “Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan
Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucolt,” Jurnal Thaqafiyyat, Vol. 18:2 (2017) hlm. 186-201.
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bahwa pengetahuan merupakan entitas pertarungan antarkekuasaan.*® Pengetahuan
dan kekuasaan merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Keduanya bagaikan sisi
koin logam yang keduanya berpengaruh. Kekuasaan hanya bisa dijalankan jika
didukung oleh pengetahuan, dan pengetahuan sendiri akan melahirkan kekuasaan.
Setiap praktik kekuasaan berawal dari wacana yang berkembang. Siapa pun yang
berhasil menguasai wacana, akan memiliki pengetahuan sekaligus kekuasaan.*
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian kualitatif,
yaitu riset yang bertujuan guna menggali pemahaman persepsi subjek penelitian
terhadap suatu fenomena.’® Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
kepustakaan (library research), yaitu mengkaji atau menelusuri berbagai
sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.’! Adapun penelitian ini
mengumpulkan pernyataan seseorang di surat kabar online mainstream dan
antimainstream serta tayangan ulang media YouTube yang memberikan

penjelasan atau komentar atau tanggapan mengenai isu ini.

48 Ida Rochmawati, “Pendekatan Metodologis Foucault dan Kontribusi Metodologi Bagi
Pemikiran Islam,” Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman Vol. 1:2 (2018) hlm.
168-181.

4 Mangihut Siregar, “Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault,” Jurnal
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1:1 (2021) hlm. 1-12.

30 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2017) him. 6.

51'S Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.
146.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah sifat
penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang
diteliti secara sistematis.>? Yakni menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan
dan mengulas tanggapan berkaitan dengan pro dan kontra terhadap inklusivitas
layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama sebagaimana fakta yang ada.>?
Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan kepada analisis data primer
menggunakan Analisis Wacana Kritis Michel Foucault guna menelaah wacana
inklusivitas Kantor Urusan Agama serta pro dan kontra yang ada akibat wacana
yang digaungkan.
3. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini digunakan pendekatan sosiologi hukum, yang
tujuannya menjelaskan pandangan seseorang terhadap dinamika administrasi
aturan hukum mengenai wacana perubahan layanan pernikahan di Kantor
Urusan Agama agar lebih inklusif untuk semua penganut agama di Indonesia.
Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara
hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis.>*

Sosiologi hukum dapat bermakna bidang studi yang mengkaji bagaimana

32 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia,
2021) him. 6.

33 Eri Barlian, Metodogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Cet. Ke-1 (Padang: Sukabina
Press, 2016) hlm. 19.

>4 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 4.
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masyarakat memelihara dan mempertahankan nilai-nilai yang dihormati dengan
menggunakan pengaturan sosial yang berbentuk peraturan hukum.
4. Sumber Data
Sumber data ialah pihak atau objek tempat data diperoleh dalam
penelitian. Lofland yang dirujuk oleh Moleong menyatakan bahwasanya dalam
penelitian kualitatif, sumber utama data adalah ucapan serta tindakan,
sementara sisanya berupa data pelengkap seperti dokumen dan sejenisnya. ata
yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder™
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi,
atau kuesioner.’® Data primer pada riset ini didapatkan dari dua sumber
utama, yaitu pernyataan seseorang dalam surat kabar daring arus utama dan
lainnya serta tayangan ulang media YouTube. Kedua sumber ini
memberikan informasi langsung dari individu yang terlibat, tanpa
perantaraan atau interpretasi pihak lain. Secara spesifik, data primer dari
surat kabar meliputi pernyataan individu yang tertulis dalam artikel atau
wawancara, seperti keterangan dari pejabat pemerintah selaku pelontar

wacana dan tokoh agama yang memberikan tanggapan hal tersebut.

3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 157.

3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2016), him. 137.
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Sementara itu, data dari video di YouTube mencakup ungkapan
verbal atau non-verbal, seperti pernyataan spontan yang memperkuat makna
konteks pernyataan. Data-data ini memberikan gambaran yang lebih kaya
dan langsung, sehingga dapat diinterpretasikan secara akurat dalam
penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti
dengan menggunakan metode penelitian literatur.’” Data sekunder dalam
penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi, yaitu pidato Menteri
Agama, berita media massa, serta publikasi dari organisasi keagamaan. Data
ini digunakan untuk menelusuri bagaimana wacana inklusivitas pelayanan
pernikahan di KUA dibentuk, disebarluaskan, dan diposisikan dalam
konteks kebijakan negara serta respons dari institusi-institusi keagamaan.

5. Teknik Pengumpulan Data
Tahap penting dalam proses penelitian adalah teknik pengumpulan data
ilmiah dalam memastikan validitas dan akurasi data. Teknik yang dipergunakan
pada penelitian ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik
pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.’® Data
dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yang melibatkan

pencatatan dan analisis terhadap dua jenis sumber utama, yaitu pernyataan

37 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him. 106.

58 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 240.
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individu yang dimuat dalam surat kabar dan video yang diunggah di YouTube.
Setiap pernyataan dari surat kabar diarsipkan dan didokumentasikan secara
sistematis berdasarkan tanggal publikasi dan nama media. Sementara itu,
rekaman video dari YouTube didokumentasikan dengan mencatat detail seperti
tanggal unggah, sumber akun, serta konten pernyataan yang relevan. Teknik ini
memastikan bahwa data tersimpan secara rapi untuk memudahkan proses
analisis lebih lanjut.
6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengolah data
hasil penelitian agar dapat ditafsirkan dan ditarik kesimpulannya.’® Peneliti
menggunakan teknik analisis wacana dalam penelitian ini. Mempelajari
bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya. Analisis
wacana bertujuan untuk mengungkap makna dan pengaruh sosial yang

O Pengolahan data hasil

terkandung dalam interaksi verbal atau tulisan.®
penelitian diolah dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan.®!

Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mengungkap bagaimana
wacana inklusivitas pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)

dikonstruksikan, dinegosiasikan, dan diperdebatkan oleh berbagai aktor sosial.

Analisis ini menelaah praktik diskursif yang muncul dalam dokumen kebijakan,

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2017), hlm. 248.

60 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LKiS, 2011),
hlm. 7.

¢ Muhaimim, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) Cet.
Ke-1, him. 102.
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pernyataan tokoh agama, serta pernyataan pihak-pihak terkait, untuk melihat
bagaimana relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan tertentu membentuk wacana

tentang transformasi fungsi KUA.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun per-bab yang bertujuan
agar menjadi lebih terarah, yang mana dalam penelitian ini terdiri daripada 5 (lima)
bab, adapun tiap bab-nya mempunyai penjelasan masing-masing. Gambaran setiap
bab-nya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka
teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua, merupakan bagian penelitian yang yang terdiri atas sejarah dan
profil Kantor Urusan Agama sejak masa Pemerintah Kolonial Belanda dan
berlanjut pada masa Pemerintah Pendudukan Jepang sampai pada masa Pemerintah
Republik Indonesia. Bagian yang lainya berisi mengenai perubahan tugas pokok
dan fungsi Kantor Urusan Agama dari tahun 1975, 2001, 2016 dan 2024.

Bab ketiga, terdiri dari deskripsi wacana inklusivitas Kantor Urusan Agama.
Kemudian respon atau tanggapan tokoh agama menyatakan pro dan kontra
mengenai wacana inklusivitas layanan pernikahan semua agama di Kantor Urusan
Agama. Adapun bagian yang terakhir adalah argumentasi penting dari respon tokoh
agama mengenai hal tersebut.

Bab keempat, adalah pembahasan utama yakni analisis, yang mana sebagai

pisau analisisnya adalah teori analisis wacana kritis model Michel Foucault
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terhadap wacana, pendapat pro dan kontra inklusivitas layanan pernikahan di
Kantor Urusan Agama.
Bab kelima, sebagai penutup pada bab ini akan menyajikan kesimpulan

daripada pembahasan pokok permasalahan serta saran dari penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Argumentasi pro dan kontra terhadap wacana Kantor Urusan Agama (KUA)
inklusif memperlihatkan adanya pertarungan wacana antara prinsip pelayanan
publik yang setara dan kepentingan pelestarian identitas religius institusional.
Pihak yang pro, seperti tokoh dari Nahdlatul Ulama, Parisada Hindu Dharma
Indonesia, dan komunitas agama lainnya, mendukung gagasan ini sebagai
langkah integratif untuk pemerataan akses pelayanan administrasi pernikahan
lintas agama di tingkat kecamatan. Mereka melihat KUA sebagai aset negara
yang dapat dimaksimalkan untuk kepentingan seluruh umat beragama.
Sementara itu, kelompok kontra, seperti Muhammadiyah dan sebagian pemuka
Katolik, menyuarakan kehati-hatian terhadap perubahan fungsi KUA yang
dikhawatirkan akan mengganggu tatanan religius, menimbulkan tumpang tindih
yurisdiksi, dan menciptakan kegamangan regulatif. Kedua posisi menunjukkan
bahwa wacana inklusivitas di KUA bukan hanya soal teknis administratif,
melainkan juga menyangkut makna ideologis institusi dan sensitivitas
keagamaan masyarakat.

Relasi pengetahuan dan kekuasaan negara terhadap institusi keagamaan dalam
wacana KUA inklusif tampak melalui mekanisme pembentukan diskursus dan
normalisasi praktik administratif keagamaan oleh negara. Dengan
menggunakan pendekatan Michel Foucault, terlihat bahwa negara melalui

Kementerian Agama berupaya memproduksi pengetahuan baru tentang

105
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pelayanan keagamaan yang inklusif sebagai bentuk rasionalitas pemerintahan
(governmentality). Dalam hal ini, negara tidak hanya mengatur melalui
kebijakan formal, tetapi juga melalui narasi kebijakan yang dikonstruksikan
sebagai kebenaran administratif dan keadilan sosial. Otoritas keagamaan seperti
NU dan Muhammadiyah menjadi bagian dari medan kuasa yang saling tarik-
menarik, di mana negara berupaya mendefinisikan ulang peran KUA,
sedangkan institusi keagamaan menegosiasikan batas otoritas religius mereka.
Wacana ini mencerminkan bagaimana kekuasaan modern bekerja tidak secara
represif, tetapi melalui regulasi wacana dan pengelolaan ruang-ruang pelayanan

publik berbasis nilai inklusivitas.

B. Saran

Saran pada penelitian ini berada pada analisis wacana yang berkembang
hanya di tingkat elit, khususnya dari tokoh agama nasional dan pejabat negara.
Meskipun penting, pendekatan ini cenderung mengabaikan dinamika dan kesiapan
di tingkat kelembagaan lokal, khususnya Kantor Urusan Agama di daerah. Padahal,
keberhasilan implementasi wacana KUA inklusif sangat bergantung pada
bagaimana aparat KUA di tingkat kecamatan memahami dan merespons perubahan
peran tersebut. Belum tergalinya pengalaman dan persepsi dari petugas KUA di
berbagai daerah menjadi celah yang perlu diisi oleh penelitian lanjutan. Oleh karena
itu, studi ke depan perlu diarahkan untuk menelusuri dinamika internal
kelembagaan KUA secara langsung, guna melihat kesiapan struktural, sumber daya
manusia, serta persepsi personal aparat KUA terhadap perluasan fungsi institusi

mereka.
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